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RINGKASAN

Akta sangat diperlukan dalam suatuy perjanjian untuk mengingatkan suaty
peristiwa hukum atau sebagai alat bukti vang terjadi pada saat peristiwa itu. Suatu
bentuk perjanjian vang dituangkan dalam akta harus menjelaskan suatu peristiwa
yang menjadi obyek perjanjian iy, Banyak kasus dimasyarakat bahwa
permasalahan akta tersebut menjadi perselisihan sampai dimeja pengadilan karena
akta yang telah dibuatnya menjadi masalah dikemudian hari dan tidak dapat
dibuktikan kebenarannya. Fenomena mengenai akta vang terjadi di masyarakat
membuat penulis ingin melakukan kajian yuridis tentang hal-hal yang berkaitan
dengan penyebab akta pelepasan hak atas tanah vang cacat hukum, Oleh karena
itu dalam kajian ini penulis Ingin mengangkat tema tersebut kedalam bentuk
tulisan  vang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTA
PELEPASAN HAK ATAS TANAH YANG CACAT DAN AKIBAT
HUKUMNYA (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No: 2824.K/Pdt/2000)",

Permasalahan yang mendasar pada kasus ini adalah pada awalnya
pemilik tanah H.Ishak Abdul Madjid tidak pernah menerima pembayaran ganti
rugi dari PT. Inti Servitia yang melakukan pembebasan tanahnya. Akan tetapi
didalam Akta Pelepasan Hak Tanah No. 12 vang dibuat oleh Notaris Ny. Liliana
itu telah disebutkan bahwa uang ganti rugi sudah diberikan lunas oleh PT. Inti
Servitia kepada pemilik tanah. Berdasarkan dari Akia Pelepasan Hak Tanah
tersebut pada akhimya timbul sertifikat [lak Guna Bangunan. Pemilik tanah
setelah berusaha mengadakan musyawarah dengan pihak PT. Inti Servitia yang
akhirnya tidak ada titik temu. Pemilik tanah vang merasa tidak menerima uang
ganti rugi tersebut akhimya mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri
Jakarta Utara.

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang bersifat umum dan tujuan
yang bersifat khusus. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah
I. memenuhi salah satu persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Jember:

xij
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2. memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi hukum, insan
akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam bidang ilmu hukum;

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah;

I sebagai usaha untuk mengetahui dan mengkaji penyebab cacat hukum dari
akta pelepasan hak atas tanah (Girik C:806):

2. scbagai usaha untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum dari penerbitan
sertifikat hak atas tanah (HGB) apabila akta pelepasannya cacat hukum:

i, untuk mengetahui dan  mengkaji pertimbangan-pertimbangan  Hakim
Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengeluarkan putusan Nomor :
2824 K/Pdt/2000,

Penggunaan analisa deskriptif dan melalui pendekatan secara vuridis
normatif diharapkan mampu menganalisa kasus tersebut dengan benar dan dapat
mengambil kesimpulan dengan tepat.

Kesimpulan dari skripsi ini diperoleh hasil bahwa Akta Pelepasan Hak
Tanah No.12 yang dibuat oleh Notaris Ny. Liliana, S.H. itu cacat hukum karena
tidak berwenangnya pejabat pembuat akta dimana Notaris tersebut bukan PPAT.
Adapun seharusnya yang berwenang membuat akta tentang tanah adalah PPAT
vang menjalankan jabatannya didaerah kerjanya, Cacat hukum vang lain dari akta
tersebut disebabkan karena bertentangan dengan syaral subyektif sahnya
perjanjian yang menyebabkan isi dari akta itu tidak sesuai dengan kenyataanya.
Akta yang demikian imi adalah cacat hukum dan dapat dimintakan pembatalan
oleh Hakim. Dengan dibatalkannya akta Pelepasan Hak Tanah No.12 maka akta
tersebut tidak mempunyai akibat hukum termasuk sertifikat HGB dan harus
ditinjau kembali oleh Badan Pertanahan Negara.

Saran dari penulis adalah bahwa NotarisPPAT dalam menjalankan
tugasnya harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tentang
Peraturan Jabatan PPAT vaitu membuat akta harus sesua’ dengan wewenangnya
dan sesual dengan wilayah kerjanya Pejabat pembuat akta yang melanggar
ketentuan dari Peraturan Pemerintah maka seharusnya sanksi dari ketentuan

tersebut harus diterapkan dengan benar karena telah merugikan banyak pihak.

x|
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I. PENDAOULUAN “‘“‘*-a-
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1.1 Latar Belakang
Kebutuhan akan tanah untuk pembangunan di negara Indonesia dewasa
ini semakin meningkat. Terutama tanah untuk pembangunan di bidang imateriil
baik dikota maupun didesa banyak sekali memerlukan lahan luas sebagai tempat
penampungan Kegiatan pembangunan vang antara lain berupa, pembangunan
gedung-gedung sekolah, pasar, rumah sakit, pengadaan berbagar provek
pembuatan dan pelebaran jalan dan sarana lain yang berhubungan dengan |
kepentingan umum yang pada hakekatnya itu semua memerlukan tanah sebagai
SUTema utamanya,
Permasalahan  vang tidak terlupakan vyaitu usaha pembangunan
pemukiman perkotaan seining dengan bertambahnya jumlah penduduk kota dan
tingginya tingkat populasi penduduk yang semakin lama semakin memngkat
Jumlahnya maka pembangunan pemukiman dengan membuka lempat-tempat
pemukiman baru maupun usaha-usaha pemekaran sesuai dengan tata kota dirasa
perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut tentunya membutuhkan tanah untuk
mendukung program-program tersebut
Seiring dengan meningkatnya tingkat populasi penduduk diperkotaan
vang menimbulkan permasalahan baru yaitu keluarga vang scharusnya semuanya
tertampung dalam pemukiman yang sehat, nyaman, tentram namun masih saja ada
yang berada di pcnlflkjmun yang kurang sehat. Maka tidak menutup kemungkinan
pemerintah atau pemodal swasta perlu  merealisasikannya vaitu dengan
membangun tempat-tempat pemukiman baru
Penulis sering menjumpai di lingkungan perkotaan bahwa terdapat
beberapa keluarga yang berada dalam satu atap dan rumah-rumah itu saling
berhimpitan. Dengan padatnya penduduk kota vang tidak terakomodir sehingga
tanah atau lahan-lahan kosong dipergunakan untuk tempat pemukiman liar atau
tempat tinggal yang sifatnya tidak permanen. Sedangkan disisi lain pemernintah

harus mewujudkan tata ruang kota vang dinamis.
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Sebuah  persoalan  yang terlihat  bertolak  belakang  karena pada
kenyataannya masih banvak masyarakat vang mempunyai lahan luas dibiarkan
begitu saja sedangkan dilain pihak masvarakat vang mempunyai lanah sempit
digunakan sebagai rumah dan sekaligus schagai tempat mata pencaharian
hidupnya.

Melihat realitas yang ada perlu adanya solusi dimana masyarakat agar
dapat menikmati lingkungan pemukiman vang sehat, nvaman, dan aman
sebagaimana diharapkan. Bentuk realisasi yang diharapkan itu dapat dilakukan
oleh pihak pengusaha perumahan (developer). Pengusaha perumahan mempunyai |
peranan penting untuk mewujudkan suatu pemukiman baru dan membangun
fasibitas lainnya

Pembangunan pemukiman baru diperlukan suatu lahan yang luas. Lahan
tersebut dapat diperoleh dengan cara pembebasan tanah dari masyarakat vang
mempunyai tanah luas. Jadi masyarakat yang mempunyai lahan vang luas dapat
melepaskan hak atas tanahnya untuk kepentingan perumahan sehingga pihak
pengusaha perumahan dapat membuat perumahan atau sctidaknya orang lain
dapat menikmati dan memiliki rumah vang diharapkan.

. Oleh karena pihak pengusaha perumahan  sebelum membangun
perumahan itu harus mempunyai sertifikat Hak Guna Bangunan maka harus di
buat sertifikatnya terlebih dahulu. Adapun salah satu syarat vang diperlukan untuk
membuat sertifikat Hak Guna Bnnguhan itu adalah akta pelepasan hak tanah maka
perlulah dibuat akta tersebut terlebih dahulu,

Agar akta pelepasan hak tanah dapat digunakan sebagal syarat membuat
sertifikat Hak Guna Bangunan maka akta tersebut harus mempunyai kekuatan
hukum. Bahwa akta dikatakan mempunyai kekuatan hukum atau tidak maka hal
itu tergantung pada bagaimana akta ity dibuatnya, Bahwa suatu akta agar
mempunyai kekuatan pembuktian maka harus dibuat sesuai dengan prosedur dan
ketentuan membuat akta

Akta sangat diperlukan dalam suatu perjanjian untuk mengingatkan suaty
peristiwa hukum vang terjadi pada saat itu, Suatu bentuk perjanjian yang

ditvangkan dalam akta harus menjelaskan suatu penistiwa yang menjadi obyek

e PR



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

perjanjian itu. Sering penulis melihat dan mendengar dimasyarakat bahwa
permasalahan akta tersebut mejadi perselisihan sampai dimeja pengadilan karena
akta yang telah dibuatnya menjadi masalah dikemudian hari dan tidak dapat
dibuktikan kebenarannya. Hal demikian disebabkan karena mengabaikan syarat
pembuatan akta tanah dan asas perjanjiannya vang dituangkan dalam akta hak atas
tanah 1tu.

Dengan fenomena-fenomena akta yang berkembang di masyarakat maka
penuhs ingin melakukan kajian vunidis tentang  hal-hal vang berkitan dengan
penyebab akta pelepasan hak atas tanah vang cacat hukum dan berkeinginan lebih
lanjut untuk mengkaji mengenai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor:2824 K/Pdt/2000), Oleh karena itu dalam kajian ini penulis ingin
mengangkat tema tersebut kedalam bentuk tulisan skripsi vang berjudul
“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANANI YANG

CACAT DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi  Putusan Mahkamah  Agung RI
No: 2824 K/Pdu/2000"

1.2 Ruang lingkup Judul

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka perlu adanya
suatu batasan ruang lingkup dari materi yang akan dibahas dengan tidak
mengurangt nilat-nilai ilmiahnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari penafsiran
vang menyimpang dari pokok permasalahan dan nantinya diharapkan dapat
tercapal maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini Adapun ruang lingkupnya
adalah penyebab cacar hukum dani akta pelepasan hak atas tanah dan akibat
hukumnya dari akta pelepasan hak atas tanah vang cacat hukum. Masalah akta
vang dimaksud disini diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata dan penyelesalannya

masuk ruang lingkup hukum acara perdata

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uratan latar belakang dan ruang lingkup maka perumusan

masalah dalam skripsi ini sebagan berikut
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apa penyebab cacat hukum dari akta pelepasan hak atas tanah (Gink C:806)7
bagaimana akibat hukum dari penerbitan sertifikat hak atas tanah (HGB)
apabila akta pelepasannva cacat hukum ?

bagaimana dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia
dalam mengeluarkan putusan Nomor : 2824 K/Pd1/2000 ?

1.4 Tujuan Penulisan

1.4.1 Tujuan Umum

!jJ

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah ;
memenuhi salah satu persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember:
memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi hukum, insan
akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam bidang ilmu hukum;
menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh pada waktu belajar di bangku
kuliah untuk membantu mewujudkan masyarakat vang tertib hukum, tentram

serta berkeadilan.

1.4.2 Tujuan Khusus

!‘4

L ]

Tujuan khusus vang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah;
sebagai usaha untuk mengetahui dan mengkaji penycbab cacat hukum dari
akta pelepasan hak atas tanah (Girik C:806):
sebagai usaha untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum dari penerbitan
sertifikat hak atas tanah (HGB) apabila akta pelepasannya cacat hukum;
untuk  mengetahui  dan mengkaji  pertimbangan-pert; mbangan Hakim
Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengeluarkan putusan Nomor ¢
2824 K/Pdt/2000,

1.5 Metodologi Penulisan

Penggunaan suatu metode dalam penulisan skri 1si yvang sifatnya tlmiah
41 Pst yang 3

sangat diperlukan, agar penganalisaan dapat dilakukan dengan benar, sehingga

kesimpulan yang akan diambil juga tepat. Metode yang digunakan oleh penulis
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meliputi: pendekatan masalah, sumber data, pengumpulan data, dan analisa data
yang telah diperoleh, kemudian diakhiri dengan pengambilan kesimpulan sebagai

Jawaban atas rumusan masalah.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah secara yuridis
normatif, yang artinya Pendekatan dengan mengzunakan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori
hukum dan pendapat para sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan

permasalahan (soemitro,1985:24).

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber
data sekunder yaitu: sumber data yang tertulis yang diperoleh dengan melakukan
penelitian dari literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada
hubungannya dengan ebyek yang diteliti (Soemitro,1998:20).

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri
dari
1. bahan hukum primer, vailu memuat peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan mempunyai relevansi yang erat dengan pokok-pokok
permasalahan yang ada, sehingga dengan adanya peraturan-peraturan tersebut
setidaknya dapat menjawab permasalahan yang diangkat.
bahan hukum sekunder, yaitu memuat pendapat-pendapat dan ajaran-ajaran
dari para ahli hukum yang terdapat dalam karya ilmiah maupun berupa artikel-

artikel lepas yang termuat dalam majalah hukum.

1.5.3 Felrnik Pengumpulan Dats

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah :

a. Studi Dokumentasi vaitu kajian dokumen negara, dalam hal ini berupa

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2824 K/Pdt/2000.

o e R T S S
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b. Studi Kepustakaan
Dalam hal ini penuhs melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari
karya ilmiah para sarjana, literatur-literatur dan perundang-undangan serta
artikel-artikel yang berhubungan dengan skripsi ini, dengan metode ini
penulis memperoleh data tentang teori-teori hukum yang dapat dipergunakan

untuk memecahkan masalah vang ada.

1.5.4 Analisa Data

Analisa data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
deskriptif, vaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai
permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas
analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum vang berkitan
dengan masalah yang akan dibahas (soemitro,1990:138),

Akhirnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi,
yaitu suatu metode yang berangkat dari pengetahuan umum kemudian menilai
suatu kejadian yang kKhusus atau suatu metode pembahasan vang dimulai dari

suatu permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat
khusus.
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2.1 Fakta

Bahwa penulisan skripsi yang mempunyai nilai ilmiah perlu adanya fakta
yang ada di lingkungan masyarakat. Adapun fakta tersebut sebagai berikut :

H.Ishak Abdul Madjid, pensiunan PNS warga Cempaka Putih Timur
Jakarta, memiliki dan menguasai sebidang “tanah adat” Girik C.806 — Persil 1.s-
IV terletak di Kelurahan Sunter Agung Jakarta Utara luas kurang lebih 15.510
M32. Pada April 1991 seorang bernama Kaymana Chandra yang mengaku sebagai
karyawan PT. INTI SERVITIA menghubungi H. Ishak Abdul Madjid yang
menyatakan bahwa PT. INTI SERVITIA berminat untuk membebaskan tanah adat
miltk H. Ishak Abdul Madjid dengan membayar uang gantt rugi dengan
menawarkan vang ganti rugi pembebasan tanahnya sebesar Rp. 450.000,- / M2,
dan Rp. 50.000,-/M2 untuk komisi orang dalam,

PT. INTI SERVITIA berniat membebaskan tanah adat Girik C.806, hak
H. Ishak Abdul Madjid karena PT.INTI SERVITIA telah memperoleh "Surat Tjin
Penunjukan Penggunaan  Tanah”  dari  Gubernur KDH  DKI,
No.1026/A/K/BKD/1978 tanggal 12 April 1985, untuk membangun perumahan
dan pergudangan dikawasan Sunter Agung. H. Ishak Abdul Madjid menerima dan
menyetujui tanah adat Girik C.806 miliknya itu dibebaskan oleh PT. INTI
SERVITIA dengan harga Rp. 400.000,- per MZ2nya dan setelah tanah diukur ulang
ternyata luasnya adalah 18.830 M2, sehingga uang pembebasan tanahnya Rp.
400.000,- x 18.830 M2 adalah RP,7.532.000,000 -

Sebagai tanda jadi untuk persetujuan pembebasan tanah adat haknva
H.Ishak Abdul Madjid, Kaymana Chandra, karvawan PT.INTI SERVITIA
memberikan dua lembar cheque Bank Mashill :

* No. CD.001678 — tanggal 18 Mei 1991 = Rp. 4.000.000.000.-

* No. CD.001679 — tanggal 17 Mei 1991 = Rp. 3.532.000.000,-
Pada tanggal 17 Mei 1991, Kaymana Chandra orang dari PT. INTI SERVITIA
menjemput H. Ishak Abdul Madjid dan istrinya untuk diajak pergi ke Kantor

7
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Bank Servitia di JI. Tanah Abang Jakarta Pusat guna menandatangani “akta
notans tentang pelepasan hak tanah™ dengan pesan harga tanah akan ditulis dalam
akta Rp.50.000.- /M2 untuk meringankan pembayaran pajaknya.

Di Kantor Bank Servitia Cabang Tanah Abang Jakarta Pusat JI. Fakrudin
36, hadir
1. 1L Ishak Abdul Madjid dengan istrinya - pemilik tanah
2. Kakan Sukandinata Direktur Utama PT. INTI SERVITIA
3. Budi Setiawan Indra, Direktur PT. INTI SERVITIA
4. Johni, kepala Cabang Bank Servitia Tanah Abang
5. Ny, Liliana Arif Gondoutomo, S.H. Notaris di kola Bekasi
pada waktu itu H. Ishak Abdul Madjid diminta untuk menyerahkan surat-surat asli
tanah adat Girik C.806 - Persil 8.1V kelurahan Sunier Agung Jakarta Utara
kepada Notaris. Selanjuinya H. Ishak Abdul Madjid dan 1strinva diminta untuk
menandatangani “Akta Pelepasan Hak Tanah No.12” yang sudah dibuat oleh
Notaris tersebut. Bersamaan dengan itu H. Ishak Abdul Madjid diminta untuk
menandatangant pula Foto Kopi dua Giro Bilyet Bank Servitia dengan tanggal
yang sama dengan tanggal Akta Pelepasan Hak Tanah No. 12. Dua Giro Bilyet
tersebut bernilai Rp. 775.500.000,-.

Pada 20 Mei 1991, dua hari setelah H, Ishak Abdul Madjid dan istrinya
menandatangani “Akta Pelepasan Hak Tanah No.12” yang dibuat oleh Ny. Liliana
Arif Gondoutomo, S.H. Notaris di Bekasi. maka H. Ishak Abdul Madjid
mencairkan cheque Bank Mashill No. CD 001678 tanggal 18 Mei 1991 dan No.
CD 001678 tanggal 19 Mei 1991 ternyata cheque tersebut ditolak oleh Bank,
karena tidak ada danmanva (cheque kosong). Dua foto kepi Giro Bilvet Bank
Servitia vang ditandatangani oleh H, Ishak Abdul Madjid ternyata tidak pernah
menerima aslinva, bahkan didalam Giro Bilyet tersebut tidak disebutkan : nama.
penenima Bilyet Giro dan nama Bank yang akan menerima Rekening Bilvet Giro
tersebut, sehingga Bilyet Giro inipun bermasalah dan tidak dapat dicairkan.

H. Ishak Abdul Madjid vang telah menandatangani “Akta Pelepasan Hak
Tanah No.12” yang dibuat oleh Ny. Liliana Arif Gondoutomo, S.H tersebut,

dikantor Bank Servitia Cabang Tanah Abang tersebut, ternyata belum menerima
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pembayaran uang ganti rugi tanahnya dari PT, INTI SERVITIA dengan Direktur
Utama Kakan Sukandinata meskipun dalam “Akta Pelepasan Hak Tanah No. 12"
tersebut telah disebutkan uang ganti rugi tanah yang telah dibayar lunas dan akia
tersebut berlaku sebagai kwitansi tanda lenmanya.

H. Ishak Abdul Madjid berusaha mencari dan menemui Direktur Utama
PT. Servitia, Kakan Sukandinata, namun tidak pernah berhasil menemuinya,
Karena merasa dirinya ditipu, maka H. Ishak Abdul Madjid melaporkan peristiwa
ini kepada polisi, Kantor Polisi Sekior Tanung Priok. Kepolisian Tanjung Priok
telah mengirimkan “surat pemblokiran” kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta
Utara tanggal 22 mei 1991 — No. B/740/V/91 Tpk,

Berdasar “Akta Pelepasan Hak Tanah No.12” yang dibuat Notaris Bekasi
Ny, Liliana, S.H. pada tanggal 17 Mei 1991 tersebut, maka pada yanggal 12
Desember 1993 terbit SK Menter Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional, No. 1413/HGB/BPN/| 993, yang isinya menerima pelepasan tanah bekas
Hak Milik Adat Girik C 806 atas nama H. Ishak Abdul Madjid, selanjutnya
membenkan kepada PT. INTI SERVITIA, hak tanah tersebut berupa Hak Guna
Bangunan (HGB) selama 30 tahun untuk pembangunan perumahan dan
pergudangan di Sunter,

Pada tanggal 10 Desember 1993 “Kepala Kantor Pertanahan Jakarta
Utara™ menerbitkan “Sertifikat HGB No.5955"- desa Sunter Agung—Jakarta Utara
atas nama pemegang Hak Perseroan Terbatas-PT. INTI SERVITIA, Jakarta, Pada
tanggal 22 Juli 1998 masalah tanah tersebut dirapatkan oleh Tim Peneliti Masalah
Tanah DKI Jakarta, hadir H. Ishak Abdul Madjid, Dirut PT, INTI SERVITIA dan
Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara. Dalam rapat imi PT, INTI SERVITIA

menyatakan telah membayar harga tanah yang dibcbaskan dari pemilik H. Ishak

Abdul Madjid dengan menyerahkan dua Giro Bilyet Bank Servitia -
*No. GA.873974, tanggal 17 Mei 199] Rp. 475.500.000,-
"No. GA 873975, tanggal 17 Mei 1991 Rp. 300.000.000.-
Foto kopy Bilyet Giro tersebut ditandatangani oleh H. Ishak Abdul Madjid

bersama dengan tanggal penandatanganan “Akta Pelepasan Hak Tanah No.12”
Notaris Bekasi Ny.Liliana.S H.
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Pertemuan dalam Tim Peneliti Masalah Tanah DKI ini mengalami
kegagalan dan kedua belah pihak bertahan pada pendiriannya masing-masing H.
Ishak Abdul Madjid mengaku belum menerima uang ganti rugi pembebasan tanah
dan PT. INTI SERVITIA mengaku sudah membayar lunas. 1, Ishak Abdul
Madjid merasa ditipu, karena belum dibayar ganti rugi pembebasan tanahnya, dan
PT. INTI SERVITIA telah dianggap melakukan “perbuatan melawan hukum”
vang merugikannya, schingga “Akta Pelepasan Hak Tanah No.12" dan Sertifikat
HGB No.5955/1993 atas nama PT.INTI SERVITIA adalah cacat hukum dan
harus dinyatakan batal demi hukum.

Akhimya sengketa masalah tanah tersebut diajukan gugatan oleh H.
Ishak Abdul Madjid scbagai penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Ultara
terhadap para tergugat vaitu
I. Kakan Sukandinata Direktur Utama PT. INT] SERVITIA
I1. Ny. Liliana Arif Gondoutomo, S.H. Notaris di kota Bekasi
1. Badan Pertanahan Nasional, ic. Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara.
Pada akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan seluruhnya
dari 151 petitum.

Para tergugat tidak begitu saja menerima dari putusan tersebut,
melainkan mengajukan upava hukum banding. Pada tingkat Pengadilan Tinggi
para tergugat I, I1, dan Il menolak putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Utara tersebut diatas. Majelis Hakim Banding yang mengadili perkara ini
memberi putusan yang pada intinya menerima permohonan banding dani
Pembanding dan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.
Putusan Pengadilan Tinggi DKI tersebut didasari oleh pertimbangan hukum yang
pada pokoknya bahwa Kaymana Chandra yang memberikan uang muka berupa
dua buah cek bank mashill yang tidak ada dananya dalam pengikatan pembebasan
tanah sengketa oleh PT. Inti Servitia haruslah ditarik sebagal pihak tergugat,
demikian pula PT. Inti Servitiascbagai badan hukum vang membebaskan tanah

penggugat tersebut. karena keduanya tidék ditarik sebagai tergugat maka gugatan

penggugat ini kurang pihaknya, sehingga gugatan tidak diterima,
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Dart putusan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut pihak
penggugat asal/terbanding tidak bisa menerima dari putusan tersebut dan
mengajukan upaya hukum kasasi. Majelis Mahkamah Agung vang mengadili
perkara perdata kasasi ini didalam putusannya berpendapat bahwa Judex Facti
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum, hukum acaranya.
Sehingga putusan harus dibatalkan selanjutnya Majelis Mahkamah Agung akan
mengadili sendin perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Utara No. 243/Pdt.G/1998 tanggal 31 Maret 1999, yang dimlal secara
yuridis sudah benar dan tepat dalam mengadili perkara ini, sehingga scluruh
pertimbangan hukum dan amarnya diambil alih oleh Majelis Mahkamah Agung
sebagal pertimbangan dan amarnya sendiri.

Akhirnya Majelis Mahkamah Agung memberi putusan yang amarnya
schagai berikut :

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
No.519/Pdt/1999/PT,DKI tanggal 10 November 1999,

Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas tanah sengketa ... dst.

- Menyatakan  pengikatan untuk  melakukan Pelepasan Hak Tanah
No.12/tanggal 17 mei 1991 yang dibuat antara penggugal dengan tergugat
dihadapan Notaris Bekasi, Ny, Liliana Arif Gondoutomo. S.H. adalah cacat
hukum dan harus dibatalkan.

- Menghukum tergugat | berikut semua orang/pihak yang telah mendapatkan
hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah milik
pengaugat tersebut kepada penggugat. _

- Menghukum tergugat [l untuk mencabut, membatalkan semua surat

Keputusan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Terpugat 1 vang berasal dari
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Tanah Gink C.806 milik penggugat dan mengembalikan surat asli Girik
G dst........dst

- Menolak gugatan selebihnya.

2.2 Dasar Nukum
Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut -
1. Pasal -pasal yang terdapat dalam KUH Perdata sebagai berikut :
a. Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat
|.sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2.kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3.5uatu hal tertentu:

4.suatu sebab yang halal.

b. Pasal 1321
“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekilafan.

atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

¢. Pasal 1328

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila
tipu muslihat, vang dipakai oleh satu pihak, adalah sedemikian rupa
hingga terang dan nyata bahwa pihak vang lain tidak telah membuat
perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut, Penipuan tidak
dipersangkakan tetapi harus dibuktikan ™

d. Pasal 1335
“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab

yang palsu atau terlarang. tidak mempunyai kekuatan,”

e. Pasal 1337

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau

apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”
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Pasal 1449
“Perikatan-perikatan  yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau

penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya ™

. Pasal 1452

“Pernyataan batal berdasarkan paksaan, kekhilafan atau penipuan, juga
berakibat bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan

sewaktu sebelum perikatan dibuat ”

Pasal 1868
“Suatu akta otentik 1alah suatu akta vang didalam bentuk yang ditentukan
oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawal umum

vang berkuasa untuk itu tempat dimana akta dibuatnya,

Pasal 1869

“Suatu akta yang Karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai
umum yang berkuasa, atau karena suatu cacat dalam bentuknva, tidak
diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyal kekuatan
tulisan dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.”

PP No. 37 Th 1998 Tentang Peratuan Jabatan Pejabat Pembuat Akta

Tanah

Pasal 2 ayat (1)

“PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendallaran tanah
dengan memuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,
yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah
yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.™

Pasal 2 ayat (2)

Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah sebagai berikut:
Jual beli;

Tukar menukar;

Hibah;

Pemasukan kedalam perusahaan ( inbreng J;

Pembagian hak bersama:

oy

b
C.
d
e



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

[, Pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik;
g Pemberian hak tanggungan.

3. PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Pasal 23 huruf a
Untuk keperluan pendaftaran hak :
a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan :
(2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh
pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila

mengenai Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Hak Milik.

4. Yurisprudensi MA-RI Nomor: 4,K/sip/1958
“Syarat mateniil gugatan: svarat mutlak untuk menuntut sescorang didepan

pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak™

5. Yurisprudensi MA-RI Nomor: 440.1</Pdt/1986

“ldentitas para pihak berperkara dalam aspek ini harus jelas dan lengkap
terhadap identitas tergugat atau penggugat vang berkualitas sebagai seorang
pribadi atau badan hukum privat/badan hukum publik cukup disebut nama
badan hukum, tempat kedudukan atau alamat kantornya.

2.3 Landasan Teori

Landasan teori berisi teori-teori yang digunakan untuk mendukung
permasalahan yang diajukan. Mengingat sifatnya vang mendukung penulisan
ilmiah maka teori yang diajukan harus sesuai dengan judul vang diajukan dan

bukan yang menyvimpang dari permasalahan.

2.3.1 Pengertian Akta Pelepasan Ilak Atas Tanah

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut tentang akta pelepasan hak
atas tanah, maka penulis sekiranya harus terlebih dahulu memaparkan pengertian
dari akia, sehingga dengan pemahaman itu maka akan mempermudah dalam

memahami tentang pengertian akta pelepasan hak secara definitif

P 0
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Akta adalah tidak lain dari surat yang diberi tanda tangan, vang memuat
peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak
semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam
pengertian akta maka harus ditandatangani suratnya. Keharusan adanya
tandatangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta
yang lain atau akta yang dibuat oleh orang lain.

Pengertian akta dapat diketahui dari bunyi pasal 1868 KUH Perdata yaitu
Suatu akta otentik 1alah suatu akta vang didalam bentuk yang ditentukan oleh
undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang
berkuasa untuk itu tempat dimana akta dibuatnya,

Perlu dijelaskan terlebih dahulu, pengertian tentang akta pelepasan hak
atas tanah berawal dari peristiwa pembebasan hak atas tanah vang perjanjiannya
dituangkan dalam akta seperti diuraikan sebelumnya dalam fakta, Bahwa pada
dasarnya pembebasan hak atas tanah (prijsgeving) adalah melepaskan hubungan
hukum semula yang terdapat diantara pemegang hak/penguasa atas tanah dengan
cara pemberian ganti rugi atas dasar musyawarah dengan pihak yang
bersangkutan. Pembebasan tanah ini pada hakekatnya adalah tidak lain daripada
dimensi lain dan pelepasan hak. Jika dilihat dari sipemegang hak maka perbuatan
yang demikian adalah sebagai suatu pelepasan hak, akan tetapi jika dilihat dari
sudut pemerintah maka perbuatan yang demikian dapat dikatakan sebagai
“pembebasan tanah™ karena pemerintah telah memberi ganti rugi pembebasan
tanah tersebut dari penguasa pemegang hak (Abdurrahman,1978:15).

Didalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jaya Na.Dall/3/11/1972
menyatakan yang dimaksud dengan pembebasan tanah adalah pelepasan hak,
pembelian, pemberian ganti rugi dan atau dengan nama apapun atas tanah beserta
tanda-tanda yang ada diatasnya dengan maksud dipergunakan serta dimohonkan
suatu hak.

Sedangkan istilah pembebasan tanah tidak dikenal oleh Undang-undang
Pokok Agraria. Istilah tersebut muncul dalam Peraiuran Menteri Dalam Negeri
No.15 Tahun 1975, konsep dasar yang terdapat dalam pasal 1 adalah melepaskan

hubungan hukum vang semula terdapat diantara pemegang hak/penguasa atas
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tanahnya dengan cara memberi ganti rugi (Mahendra dan Hasanudin,1997:10-11).
Adapun pembebasan tanah tersebut dimaksudkan untuk memenuhi keperluan
tanah dalam usaha pembangunan vang dilakukan instansi/badan pemerintah
apapun untuk kepentingan swasta. Sedangkan pembebasan tanah untuk
kepentingan swasta tidak lain adalah perjanjian jual beli biasa.

Pelepasan hak mempunyai arti perbuatan seseorang pemegang hak untuk
melepaskan apa yang menjadi haknya secara sukarela setelah kepadanya diberikan
ganti rugi yang layak (Abdurrahmah,1978:14). Sehubungan dengan istilah
pembebasan tanah seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
vang mempunyai arti pelepasan hak dan dituangkan dalam suatu akta maka akta

itu disebut akta pelepasan hak seperti halnya dalam fakta vang ada.

2.3.2 Pengertian Hak Guna Bangunan

Pasal 35 ayat (1) UUPA menetapkan bahwa hak guna bangunan
mempunyai pengertian adalah hak untuk mendirikan bangunan dan mempunyai
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu vang telah
ditentukan paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang sampai 20 tahun lagi.
Hak guna bangunan dapat beralih dan dapat dialihkan kepada orang lain serta
dapat dijadikan jaminan suatu hutang dengan hak tanggungan. Adapun yang dapat
mempunyal hak guna bangunan adalah warga negara Indonesia dan badan hukum
yang didirikan menurut hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia.

Persyaratan yang ditentukan dalam peralihan hak guna bangunan berupa
setiap pemindahan hak/peralihan hak puna bangunan wajib didaftarkan pada
Kantor ~ Agraria setempat. Adapun pendaftaran tersebut merupakan  alat
pembuktian yang kuat mengenai sahnya peralihan tersebut. Hak guna bangunan
hapus disebabkan beberapa hal vang antara lain karena -
l. jangka waktunya memang telah berakhir:

2. dihentikan sebelum jangka waktu yang telah ditentukan karena suatu syarat

yang tidak dipenuhi:

¥

3. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir:

4. tanah hak guna bangunan tersebut ditelantarkan:
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5. tanah hak guna bangunan tersebut musnah;
6. orang atau badan hukum yang mempunyai hak puna bangunan tersebut tidak
lagi memenuhi syarat yaitu bukan warga negara Indonesia dan badan hukum

itu tidak berkedudukan di Indonesia.

2.3.3 Fungsi Akta dalam Peralihan Hak Atas Tanah

Setiap perbuatan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban
seharusnya dituangkan dalam akta demi terciptannva suatu kepastian hukum. Akta
dapat mempunyai fungsi formil (formalitay causa) vang berarti bahwa suatu akia
dibuat adalah untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum (bukan
untuk sahnya perbuatan hukum) dengan kata lain akta merupakan syarat formil
untuk adanya suatu perbuatan hukum,

Selain fungsinya yang formil, akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti
(probationis causa). Dari definisi akia yang telah dikemukakan dimuka telah jelas
bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian
hari, Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat
sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti
dikemudian hari. Akta itu dibuat scbagai alat bukti yang mempunyar fungsi untuk
memastikan  suatu peristiwa hukum  dengan  tujuan menghindan  sengketa
(Sudikno,1993:128),

2.3.4 Tentang Kewenangan Pembuat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah

Kewenangan membuat akta pelepasan hak atas tanah adalah terletak pada
pejabat vang telah ditunjuk oleh Menteri Agraria. Ketentuan tentang kewajiban
memuat Akta Peralihan Hak tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah itu
terdapat PP No.37 Tahun 1998 Tentang Peraturan PPAT dalam Pasal 2 ayat (1)
yaitu PPAT bertugas pokok melaksanakan secbagian kegiatan pendaflaran tanah
dengan memuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu
mengenal hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. vang akan
dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaan tanah vang
diakibatkan oleh perbuatan hukum itu

_ gl
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Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Perbuatan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. Jual beli;
b. Tukar menukar;

Hibah;

(=M

Pemasukan kedalam perusahaan ( infreng )

¢. Pembagian hak bersama;

f. Pemberian hak guna bangunanhak pakai atas tanah hak mili k:
g Pemberian hak tanggungan.

Terdapat ketentuan dalam pasal 9 Peraturan Jabatan Notaris yang
sekarang diatur dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) PP No. 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan PPAT yang kedua peraturan tersebut menjelaskan
bahwa dilarang untuk menjalankan jabatannya diluar dacrah Jabatannya atau
kerjanya. Kata menjalankan jabatannya diluar dacrah kerjanya mempunyai arti
yang luas yaitu tidak saja untuk membuat akta diluar daerahnya akan tetapi juga
untuk mendengarkan keterangan vang diperlukan untuk pembuatan suatu akia
yang dilakukan diluar daerahnya, sudah juga merupakan pelanggaran terhadap
Peraturan Jabatan Notaris tersebut, sekalipun akta itu dikemudian dibuat didalam
daerah jabatannya (Lumban Tobing: 1992 : 36)

Akibat dari perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah
tentang akta yang dibuat oleh pejabat diluar daerah kerja ialah akia yang
dibuatnya itu tidak otentik dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran
sertifikat. Ketentuan dalam pasal ini ada hubungannya dengan ketentuan yang
terdapat dalam pasal 1868 KUH Perdata tentang akta otentik. Dalam pasal itu
antara lain ditentukan bahwa akta otentik itu dibuat oleh pejabat umum ditempat
dimana ia berwenang membuat akta itu.

Otentik tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta itu dibuat oleh
atau dihadapan notaris saja, disamping itu harus sesuai dengan ketentuan dalam
undang-undang. Jika kata yang dibuat oleh seorang notans tanpa ada wewenang

dan ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi maka tidak dapat

dianggap sebagai akta otentik.
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Notaris terikat dengan syarat dan ketentuan dalam undang-undang
schingga hal ini merupakan jaminan bagi notaris untuk dapat dipercaya maka isi
akia otentik ity cukup dibuktikan dengan akia itu sendiri. Jadi akta otentik dhbuat
sesual dengan kenyataan seperti apa yang dilihat dan didengar oleh notaris sampai
dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan,

2.3.5 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana sescorang berjani
kepada orang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan
suatu hal Peristiwa ini menimbulkan hubungan antara dua orang, hal tersebut
dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua orang yang
membuatnya. Didalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian perikatan vang
mengandung janji-janji atau kesanggupan vang diucapkan atau ditulis (Subekti;
1994:114),

Didalam buku 11 KU Perdata terdiri atas bagian umum dan bagian
Khusus. Bagian umum memuat peraturan-peraturan vang berlaku bagi perikatan
pada umumnya, misalnya tentang bagaimana lahir dan hapusnya perikatan,
macam-macam perikatan dan sebagainya. Bagian khusus memuat peraturan-
peraturan mengenal perjanjian-perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat
dan yang sudah mempunyai nama tertenty, misalnya Jual beh, sewa menyewa
penjanjian perburuhan dan lain sebagainya

Buku Tl KUH Perdata menganut asas “kebebasan” dalam membuat
perjanjian.  Asas imi dapat disimpulkan dari pasal 1338 KU Perdata, vang
menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah. berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya Sebenarnya yang dimaksud oleh
pasal tersebut, tidak lain dari pernvataan bahwa nap penjanjian mengikat kedua
belah pihak. Tetapr dari peraturan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa orang

dengan leluasa untuk membuat perjenjian apa saja, asal tidak melanggar

ketertiban umum dan kesusilaan

IS SO .
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Untuk suatu perjanjian yang sah harus terpenuhi empat syarat seperti
yang terdapat dalam pasal 1320 yaitu:
|. adanya kata scpakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;

adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan:

LY}

. adanya suatu hal tertentu:
4. adanya suatu sebab vang halal

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyal kemauan
vang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan,
Kemampuan vang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah
dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (dwang),
kekhilafan (dwaling), atau penipuan (hedrog).

Paksaan terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia
takut pada suatu ancaman. Misalnya ia akan dianiaya atau akan dibuka rahasianya
jtka ia tidak menvetujui suatu perjanjian, Yang diancam harus mengenai suatu
perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jika yang diancam harus mengenai
Suatu perbuatan vang dilarang oleh undang-undang misalnya ancaman akan
menggugat yang bersangkutan di depan hakim dengan penyitaan barang, itu tidak
dapat dikatakan suatu paksaan.

Kekhilafan, dapat terjadi mengenai orang atau mengenai barang yang
menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kekhilafan mengenai
orang vang terjadi misalnya, jika seorang direktur opera membuat kontrak dengan
artis, tetapi kemudian ternyata bukan orang yang dimaksud, Hanya namanya saja
vang kabetulan sama.

Penipuan, terjadi apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan
keterangan-keterangan vang tidak benar. Disertai dengan kelicikan-kelicikan,
sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan perijinan.

Perikatan-perikatan vang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau
pempuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya, Pernyataan batal

berdasarkan paksaan, kekhilafan atau penipuan, juga berakibat bahwa barang dan

orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum perikatan dibuat.
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Kesimpulan

Berdasar uraian pembahasan skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut

1.

=

Lid

Penyvebab cacat hukum dan Akta Pelepasan Hak Tanah Nomor 12 adalah

sehagai berikut :

a  Akta Pelepasan Hak Tanah Nomor |12 dibuat oleh Notaris vang bukan
PPAT. Hal im1 bertentangan dengan pasal 2 PP No. 37 Th 1998 Tentang
Peratuan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

b. Akta Pelepasan Hak Tanah No.12 dibuat oleh pejabal diluar wilayah
kerjanya. Hal in1 bertentangan dengan pasal 3 avat (1) dan pasal 4 ayat (1)
PP Nomaor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT,

¢. Is1 dan Akta Pelepasan Hak Tanah Nomor 12 tersebut bertentangan
dengan faktanva karena dalam akta tersebut disebutkan bahwa uang ganti

rugi sudah dibavar lunas akan tetapi dalam kenyataannya belum dibayar.

Sehubungan dengan dibatalkannya Akta Pelepasan Hak Tanah Nomor 12 oleh
Hakim maka segala sesuatu yang ditimbulkan oleh akta terschut tidak
mempunyai kekuatan hukum termasuk setifikat HGB dan harus ditinjau

kembali oleh Badan Pertanahan Nasional.

Dasar perimbangan Putusan Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor:
2824 K/Pdt/2000 sudah benar dan tepat. Hal ini sesuai dengan hukum acara
perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 13 Desember 1958

No.4/Sip/1958 Tentang Syarat Matenil Gugatan. Dalam pertimbangannya

Mahkamah Apung berpendapat bahwa Kaymana Chandra tidak perlu ditarik

sebagal lergugat karena pokok gugatan im adalah pelepasan hak tanah
penggugat yang dilakukan oleh tergugat I, 11, serta IIT dan Kaymana Chandra

tidak ada perselisihan hak antara kedua belah pihak. PT. Inti Servitia sebagai

34
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badan hukum undak perlu ditarik sebagar tergugat karena kualitas Kakan
Sukandinata sebagai Direktur Utama tidak dapat dipisahkah dengan badan
hukum PT. Inti Servitia. Adapun yvang bertindak keluar maupun didalam
pengadilan untuk mewakili badan hukum sesuai dengan Anggaran Dasar PT

adalah Direktur Utama P

4.2  Saran

|

!_-._.'l

Notaris/PPAT dalam menjalankan tugasnva harus sesuai dengan ketentuan
Peraturan Pemernintah Nomor 37 Tentang Peraiuran Jabatan PPAT yaitu
membuat akta harus sesuai dengan wewenangnya dan sesuai dengan wilayah

kerjanva,

Pejabat pembuatl akta yang melanggar ketentuan dani Peraturan Pemerintah

maka seharusnya sanksi dari ketentuan tersebut harus diterapkan dengan benar

karena telah merugikan banvak pihak.
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